
Sosialisasi
Pelaksanaan Analisis

Kebutuhan
Pengembangan

Kompetensi (AKPK)
Disampaikan pada kegiatan rakor 

kediklatan satu pintu



Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 203 Ayat 3 yang 
menyatakan bahwa :
1. Setiap Aparatur Sipil Negara memiliki hak yang sama
untuk diikutsertakan dalam pengembangan kompetensi
2. Perangkat Daerah WAJIB untuk Menyusun Perencanaan, 
Pelaksanaan, dan Evaluasi Pengembangan Kompetensi

1.

Permendagri 11 Tahun 2018 Pasal 61 Ayat 2 dan 
Perka LAN 10 Tahun 2018 tentang Perencanaan bangkom
disusun berdasarkan Analisis Kebutuhan Pengembangan
Kompetensi (AKPK)

2.



• AKPK untuk jenis penyelenggaraan pengembangan

kompetensi tahun 2025 dan 2026 :

• Dasar untuk penerbitan rekomtek pelatihan (hanya untuk

kompetensi teknis) perangkat daerah

• Input hasil AKPK melalui aplikasi Musrenbangkom pada 

Simdiklat (Jadwal Sosialisasi Kepada Perangkat Daerah/PD : 

28-30 Agustus 2023)

Pendidikan (Tugas Belajar) Pelatihan



ALUR
PROSES 
BISNIS



TEMPLATE 
FORMULIR 
DESKRIPSI AKPK

• Tersedia di aplikasi
Musrenbangkom pada 
Simdiklat



Data Pendukung AKPK
• RPD 2023-2026

• Renstra

• Sasaran Kinerja

• Indikator Kinerja Utama

• SOTK (Uraian Tugas PD dalam Pergub 57 

tahun 2022)

• Peta Jabatan Terbaru yang sudah di Tanda

tangani Biro ORB

• Rekapitulasi profil seluruh PNS di masing-

masing PD

WAJIB 
https://bit.ly/DataPerangkatDaerahMusren2023

diinput di dalam link berikut  ini: 

Maksimal Jumat, 18 Agustus 2023



Any Question


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7

